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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan P U T U S A N

Nomor 4371/Pdt.G/2019/PA.Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Cibinong  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tangal lahir Bogor/22 Agustus 1998, umur 21 tahun, agama

Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat

kediaman  di  Kecamatan  Ciampea,  Kabupaten  Bogor,  Jawa

Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tangal lahir Bogor/24 Februari 1976,  umur 43 tahun, agama

Islam,  pendidikan  D3,  pekerjaan  karyawan  swasta,  tempat

kediaman di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca Akta Pencabuatan Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa  Penggugat dengan surat  gugatannya tertanggal  19

Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada

hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  4371/Pdt.G/2019/PA.Cbn,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 telah dilangsungkan

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Ciampea,  Kabupaten
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Bogor,  sebagaimana  tercatat  dalam  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  XXX

tertanggal 13 November 2018;  

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kp.

Cihideung Ilir, RT.004 RW.003, Desa Cihideung Ilir, Kecamatan Ciampea,

Kabupaten Bogor, Jawa Barat;  

3. Bahwa   selama  perkawinan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah  bergaul

sebagaimana layaknya suami-isteri (qobla dukhul), namun belum dikaruniai

anak;  

4. Bahwa sejak  awal  pernikahan,  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

berjalan dengan baik,  rukun dan harmonis,  akan tetapi  sejak bulan Juni

2019 terjadi percekcokan yang terus menerus;                        

5. Bahwa  penyebab  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut

dikarenakan;  

5.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;  

5.2. Tergugat  tidak  jujur  serta  menyembunyikan  status  sebelum menikah

dengan Penggugat; 

5.3. Tergugat tidak dapat memberikan keturunan;  

5.4. Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  tidak  ada  lagi  kecocokan  dalam

menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;  

5.5. Bahwa  pihak  keluarga  sudah  mencoba  menasehati  Penggugat  dan

Tergugat  agar  kembali  rukun  dalam  rumah  tangga,  namun  usaha

tersebut tidak berhasil;  

6. Bahwa  Perselisihan  dan  pertengkaran  itu  berkelanjutan  terus-menerus

sehingga sejak tanggal  15 Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat pisah

ranjang  sehingga  sampai  saat  ini  sudah  tidak  melakukan  hubungan

sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;  

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut  diatas,  rumah tangga antara

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  dapat  dibina  dengan  baik  lagi,

sehingga  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah  tidak

tercapai. Saat ini Penggugat merasa telah menderita lahir bathin dan sudah

tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta

tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;  
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Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

Agama  Cibinong  Cq  majelis  hakim  Pengadilan  Agama  Cibinong  segera

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang

amarnya  berbunyi; 

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;  

2. Menjatuhkan  talak  1  (satu)  bain  sughra  Terggugat  Tergugat terhadap

Penggugat  Penggugat;  

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;  

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); 

 

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan

Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir

di persidangan sebagai wakilnya;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  menyerahkan  Akta  Pencabutan

perkara  yang  ditandatangani  Penggugat  dan  Tergugat  serta  Panitera

Pengadilan  Agama  Cibinong  yang  pada  pokoknya  Penggugat  menyatakan

mencabut gugatan;

Menimbang,  bahwa  karena  pencabutan  perkara  tersebut  dilakukan

Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya

sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk

kepada  hal-hal  sebagaimana  tercantum  dalam  berita  acara  persidangan

perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  menyatakan  mencabut  gugatan

Penggugat;

Menimbang,  bahwa  pernyataan  Penggugat  mencabut  gugatannya

sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan

perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 4371/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv.

dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus

ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang,  bahwa  gugatan  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  sesuai

dengan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang  Undang  Nomor  7  tahun  1989  tentang

Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  oleh  Undang

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor

7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  dan  sebagaimana  terakhir  diubah

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya

perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  segala  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

2. Menyatakan perkara Nomor 4371/Pdt.G/2019/PA.Cbn di cabut;

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Agama  Cibinong  pada  hari  Kamis  tanggal  5  September  2019 Masehi

bertepatan dengan tanggal  5 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Dr. H. Fikri

Habibi, S.H., M.H.  sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eni Zulaini dan Dr. H. Nasich

Salam Suharto, Lc., LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh  Hj. Wahidah

S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;
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Anggota-Anggota, Ketua Majelis,

Ttd. Ttd.

Dra. Hj. Eni Zulaini Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Wahidah S.Ag.

Perincian biaya :
-  Pendaftaran : Rp 30.000,-
-  Biaya Proses : Rp 50.000,-
-  Panggilan : Rp 260.000,-
-  PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
-  PNBP Cabut : Rp 10.000,-
-  Redaksi : Rp 10.000,-
-  Meterai : Rp                 6.000,-
J u m l a h : Rp 386.000,-
(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.
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